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PUTUSAN
Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA Pw.

PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara :
PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Masak di Toko Edo Textil samping toko senyum lima ribu
Kota Baubau, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 37 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan
Pengemudi Becak, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09

Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan  Agama Pasarwajo, dengan Nomor

0011/Pdt.G/2019/PA Pw., tanggal 09 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/18/VI111/2007
tanggal 5 Agustus 2007 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah
Kos di wilayah Pasar Lama Kota Ambon selama 9 (sembilan) bulan,
selanjutnya tinggal secara bergantian antara tinggal di rumah orang tua

Tergugat Kabupaten Buton Tengah dan di rumah orang tua Penggugat di
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Kabupaten Buton Tengah selama 8 (delapan) tahun sebagai tempat

kediaman bersama terakhir.;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2
orang anak bernama :

1. ANAK, umur 10 tahun;

2. ANAK, umur 9 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak Pertengahan November 2015, rumah tangga
mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kadang-kadang minum-minuman keras;

- Bahwa Tergugat sering main judi togel;

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Ani;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat jika
Penggugat menasehati Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada wanita
selingkuhan Tergugat yang bernama Ani;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah pada tahun 2015 dan
Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak tahun 2016 sampai
sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai
puncaknya terjadi pada 17 Agustus 2016 dimana Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena Tergugat ingin menikah siri dengan wanita bernama
Ani akan tetapi Penggugat tidak mau, akibatnya antara Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah
Tergugat pergi merantau entah kemana;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan mediasi
dari pihak kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat
dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat

terwujud lagi ;
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8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat
yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Nomor : 463/18/VI111/2007 tanggal
5 Agustus 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P,;
B. Saksi:
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1. SAKSI 1, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat
tinggal;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus
2016;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi pada Penggugat sejak
tahun 2016;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Tergugat dan Penggugat,
namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu Tergugat suka minum minuman keras, main judi,
sedangkan tentang selingkuh dengan wanita lain saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus
2016;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi pada Penggugat sejak
tahun 2016;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan
kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalahsebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin
bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis
lagi. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan
lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan
antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat termasuk penyebabnya,

tidak diketahui oleh saksi pertama, sedangkan saksi 2 Penggugat mengetahui
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pertengkaran fisik dan penyebabnya. Adapun tentang perpisahannya, kedua
saksi mengetahuinya, yaitu Penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak
Agustus 2016 sudah 2 tahun lebih, di mana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat lagi adalah fakta yang
diketahui oleh saksi saksi, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
nafkah yang tidak pernah diberikan lagi oleh Tergugat diketahui langsung oleh
kedua saksi dan ini adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui langsung
oleh saksi 1 dan 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
upaya penasihatan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah
dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat dan majelis hakim namun
tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat termasuk penyebabnya,
ternyata hanya saksi kedua yang mengetahuinya, sedangkan saksi pertama
tidak mengetahui, oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui
pertengkaran, maka tidak akan dipertimbangkan disebabkan keterangan
saksi tersebut bersifat unnus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai
perselisihan dalam bentuk telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun
2016 tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan
anaknya,;

- Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling
menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah
perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan
sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan
bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada
kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling
menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat
halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan
dengan kasus ini, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang
menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal lebih kurang dua
tahun lamanya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-
dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang
menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian
yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts Gevolg) mempunyai
kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan
perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-
sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat
(Vreem de Oozaak), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang
perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah
tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan
lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut

telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta kedua belah pihak
tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

aillo o lall lgde §llo lg=z9 ) a2 gl as, pas dinl 0s
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan
Qaidah Fighiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi:

AJlaall > e pasio swwlaoll s,
Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik
maslahat”,

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan
perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan
berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu
antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149
(1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan
Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon

agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak
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memedulikan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada
Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus
dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal
119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara
Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami,
Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad
Syaokany, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnyaTergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Sudirman M, S.HI Marwan, S.Ag.,M.Ag
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Hakim Anggota
Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag
Panitera Pengganti,

Ttd.

Ansar, S.H
Rincian biaya perkara :

Pendaftaran Rp. 30,000,00
ATK Rp 50,000,00
Panggilan-panggilan Rp. 1.015,000,00
Materai Rp. 6,000,00
Redaksi Rp. 5,000,00
Rp. 1.106,000,00 (satu juta seratus enam ribu
rupiah)

agpOdPE
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